
PERATURAN BUPATI 

KABUPATEN KOLAKA TIMUR 

NOMOR 52 TAHUN 2016 

TENT ANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 

TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA 

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK 

KABUPATEN KOLAKA TIMUR 



Mengingat 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan 
Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur, 
menyembutkan bahwa Ketcntuan lebih lanjut mengenai 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja perangkat Daerah dan Unit Kerja dibawahnya 
ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; 

b. bahwa berclasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati 
tcntang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Dinas Pcmberdayaan Perernpuan dan 
Perlindungan Anak Kabupatcn Kolaka Timur. 

l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan 
Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nornor 
23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
540 l); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tcntang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun 
2014 Nomor 6, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

,1-. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587\ sebagaimana tclah diubah. 
dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 Tentang Pcrnerintahan Daerah (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Repub\ik Indonesia Nomor 
5679); 

Menimbang 

TENT ANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISAS!, TUOAS DAN FUNGSI, 
SERTA TATA KERJA DlNAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNOAN ANAK KABUPATEN KOLAKA TIMUR 

DENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KOLAKA TIMUR, 

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOLAKA TIMUR 
NOMOR 52 TAIIUN 2016 

BUP/\TI KOLAKA TIMUR 
PROVINS! SULAWESI TENOGARA 

SALIN AN 



Dalam Peraturan Bupati in i, yang dimaksud dengan : 
I. Daerah adalah Kabupatcn Kolaka Timur. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pernerintah Kabupaten Kolaka 

Timur. 
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sckretaris Dae rah Kabu paten 

Kolaka Timur. 
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Pcrlindungan Anak Kabupaten Kolaka Timur. 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan 

Pcrernpuan dan Per!indungan Anak Kabupaten Kolaka 
Timur. 

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD 
adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan 
Percrnpuan dan Pcrlindungan Anak. 

8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang bcrisi 
fungsi dan tugas berkaitau dengan pelayanan fungsional 
yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertcntu. 

PasaJ 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN J3UPATI KOLA!(.-\ TIMUR, TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN OROANISASI, TUGAS DAN 
FUNGSI SERTA TATA KERJA DIN/\S PEMBERDAYMN 
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN 
KOLAKA TIMUR 

MEMUTUSKAN: 

5. Peraturan Pemcrintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 
'2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Norn or 114); Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah; 

6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perernpuan dan 
Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Nomenklatur Pcrangkat Dacrah Bidang Pemberdayaan 
Pcrernpuan dan Perlindugan Anak; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kol aka Timur Nomor 21 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Kolaka Timur. 
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Menetapkan 
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(l) Dinas mcru pakan unsur pclaksana urusan pemerintahan 
yang menjadi kcwenangan Daerah. 

(2) Dinas dipimpin oleh Kepa.la Dinas yang berkedudukan di 
bawah dan benanggung jawab kepada Bupati meialui 
Sekretaris Dacrah. 

Pasal S 

Bagian Kesatu 
Kedudukan Organisasi 

BAB Ill 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

( 1) Tipe perangkai daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3, diklasifikasikan atas tipe 8 sedang. 

(2) Pcnentuan tipe Dinas sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) 
berdasarka.n hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan 
urusan pernerintahan Bidang Pemberdayaan Perernpuan 
clan Perlindunga.n Anak . 

(3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan 
pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang 
undangan. 

Pasal 4 

Bagian Ketiga 
Tipe Perangkat Daerah 

Nomenklatur perangkat yang melaksanakan urusan 
pemerintahan Bidang Pembcrdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dala.m Pasal 2, 
adalah Dinas Pernberdayaan Perempuan dan Pcrlindungan 
Anak . 

Pasal 3 

Bagian Kedua 
Nomenklatur Perangkat Daerah 

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pernerintahan 
Bidang Pemberdayaa.n Perempuan dan Perlindungan J\nak 
diwadahi da\am bentuk Dinas. 

Bagian Kesatu 
Bentuk Perangkat Daerah 

BAB II 
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANOKAT DAERAH 

Pasal 2 
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Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan 
mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pernerintahan di 
Bidang Pernberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pernbantuan serta 
bertanggungjawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas. 

Bagian Kesatu 
Kepala Dinas 

Pasal 9 

BABIV 
TUGAS DAN FUNGSI 

(1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak terdiri dari : 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat Dinas; 
c. Bidang Kesetaraan Gender ; 
d. Bidang Pernenuhan Hak Anak, 
e. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan 

Khusus Anak, 
f. UPTD; 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran Pcraturan ini. 

Pasal 8 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 7 
Dalarn melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud dalam 
Pasal 6, Dinas mcnyclcuggarakan fungsi : 
a. perurnusan kcbijakan di Bidang Pernberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak; 
b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang 

Pcmberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 
d pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak; 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait 

clengan tugas dan fungsinya. 

Dinas mernpunyai tugas mernbantu Bupati melaksanakan 
Urusan Perncrintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan 
Tugas Pembantuan yang diberikan kcpada Daerah di Bidang 
Pernberdayaan Perernpuan dan Perlindungan Anak . 

Pasal 6 
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( l) Sekreiariat, tcrdiri atas : 
a. Subbagia.n Umum dan Kepcgawaian; 
b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan. 

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat [I], dipimpin 
oleh Kepala Sub Bagian yang bcrada di bawah dan 
bcrtanggung jawab kepada Sckretaris. 

I 
Pasal 12 

pelaksanaan kegiatan urusan pernerintahan 
pemberdayaan perernpuan dan perlindungan anak; 

h. pelaksanaan fungsi Iain yang diber ikan oleh Kepala Dinas 
sesuai dcngan tugas dan fungsinya. 

Iasilitasi 
bidang 

dan pengendalia.n 

Dalam melaksa.nakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi: 
a. Pelaksanaan urusan umum clan perlengkapan; 
b. Pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan dan 

hukum serta pelaksanaan urusan pcndidikan dan 
pelatihan; 

c. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan urusan pemerintahan 
bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 

d. Pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan tahunan 
Din as; 

e. penyelenggaraan perencanaan bidang pernberdayaan 
perernpuan clan pertindungan anak; 

f. Pcngclolaan urusan keuangan, perbendaharaan dan 
penyusunan anggaran: 

g. pembinaan, koordinasi, 

Pasal 11 

(1) Sekretariat mempunyai tugas pelayanan adrninistrasi dan 
Ketata Usahaa.n yang meliputi urusan keuangan, umum, 
perlengkapan, kepegawaian dan mengkoordinasikan 
penyusunan program, evaluasi serta pelaporan. 

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah 
clan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Pasal 10 

Bagian Kedua 
Sekretariat 
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Dalam mclaksanakan tugas sebagairnana dirnaksud dalam 
Pasal J 4 ayat ( 1), Bidang Pengarusutamaan Gender 
menyelenggarakan fungsi : 
a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang 

Pengarusutamaan Gender sesuai dengan rencana dan 
program kerja Bidang Pengarusutamaan Gender; 

b. Pelaksanaan pernbinaan, pengawasan dan pengendalian 
kegiatan perencanaan teknis PUG Bidang Ekonomi dan 
Pembangunan Keluarga, Politik, SosiaJ dan Hukum, 
Pendidikan Dan Kesehatan; 

c. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan adrninistrasi teknis 
pclaksanaan PUG Bidang Ekonomi dan Pernbangunan 
Kcluarga, Politik, Sosial dan Hukum, Pendidikan Dan 
Kesehatan: 

Pasal 15 

(1) Bidang Kesetaraan Gender mempunyai tugas menyusun 
pedornan teknis pembinaan, pengawasan dan 
pengernbangan kegiatan perencanaan teknis Pembangunan 
Perumahan, Pernbinaan PUG Bidang Ekonomi dan 
Pernbangunan Keluarga, Politik, Sosial dan Hukurn, 
Pendidikan Dan Kesehatan. 

(2) Bidang Pengarusutamaan Gender dipimpin oleh Kepala 
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas. 

I 
I 

I 

Pasal 14 

Bagian Ketiga 
Bidang Kesetaraan Gender 

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagairnana dirnaksud 
dalam Pasal 12 ayat ( 1) huruf a, mempunyai tugas 
menghimpun pedoman dan petunjuk teknis serta 
melaksanakan urusan ketatausahaan, kehumasan dan 
protokoler, rurnah tangga, administrasi kepegawaian, 
ketatalaksanaan, pendidikan dan pclatihan aparatur serta 
hukum dan ?erundang-undangan serta pelaksanaan 
urusan pengelolaa.n barang dan aset Dinas. 

(2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana 
dimaksud daJam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mernpunyai 
tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis serta 
melaksanakan urusan pengkoordinasian program, evaluasi 
dan pelaporan program Dinas, penyusunan anggaran, 
penatausahaan keuangan, perbendaharaan, verifikasi, da.n 
pertanggungjawaban keuangan. 

Pasal 13 
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Pengarusutamaan Gender 
Pembangunan Keluarga. 

(2) Seksi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Sosial clan 
Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) 
huruf b, mempunyai tugas menghimpun pendoman dan 
petunjuk teknis, melaksanakan monitoring, evaluasi dan 
pelaporan serta penyediaan data clan informasi 
pengarusutarnaan gender bidang politik, sosial clan 
hukum. 

penyclenggaraan 
Ekonomi dan 

bidang 
Bidang 

gender pengarusutamaan 

[J) Seksi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi dan 
Pembangunan Keluarga sebagairnana dimaksud dalam 
Pasal 16 ayat ( 1) huruf a, mempunyai tugas menghimpun 
pendornan dan petunjuk tcknis, rnelaksanakan monitoring, 
evaluasi dan pelaporan serta pcnyediaan data clan informasi 

Pasal 17 

( I) Bidang Pengarusutamaan Gender, t.erdiri atas : 
a. Seksi Pengarusutarnaan Gender Bidang Ekonomi dan 

Pembangunan Keluarga; 
b. Seksi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Sosial 

dan Hukum; 
c. Seksi Pengarusutamaan Gender Bidang Kualitas 

Keluarga. 
(2) Seksi sebagaimana dirnaksud pada ayat (lj, dipimpin oleh 

Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender. 

Pasal 16 

oleh Kepala Dinas 

pengendalian, monitoring, 
hasil kegiatan lingkup 

g. Pelaksanakan pengawasan, 
evaluasi dan pelaporan 
Pcngarusutamaan Gender; 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

d. Perumusan kebijakan teknis PUG Bidang Ekonorni dan 
Pembangunan Keluarga, Politik, Sosial dan Hukurn, 
Pendidikan Dan Kesehatan; 

c. Pelaksanaan penyusunan rcncana, pengawasan, 
pengendalian PUG Bidang Ekonorni dan Pernbangunan 
Keluarga, Politik, Sosial dan Hukum, Pendidikan Dan 
Keschatan; 

f. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi 
terkait; 
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 18 ayat ( l ), Oiclang Pemenuhan Hak Anak 
menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak 

terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, 
keluarga dan Imgkungan, ke schatan dan kesejahteraan 
serta pendidikan, kreativitas dan kcgiatan budaya; 

b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijaka.n 
perncnuhan hak anak tcrkait hak sipil, informasi da.n 
partisipasi, pengasuhan, keluarga dan Jingkungan, 
kcsehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativiias 
dan kegiatan budaya; 

c. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pemcnuhan hak 
anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, 
pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kcsehatan dan 
kescjahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan 
budaya; 

d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pcnerapan 
kcbijakan pemenuhan hak anak rerkait hak sipil, lnforrnasi 
dan partisipasi, pcngasuhan, keluarga dan lingkungan, 
kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas 
dan kcgiatan budaya; 

Pasal 19 

(1) Bidang Pemenuhan Hak Anal< mempunyai tugas 
melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, 
monitoring dan evaluasi bidang Pemenuhan Hak Anak 
pcrlindungan perempuan, khu sus anak, pemcnuhan hak 
auak, kekerasan, perlindungan kcsejahteraan Lansia dan 
pcnyandang cacat perempuan dan perlindungan perempuan 
dalam ketcnagakerjaan. 

(2) Bidang Perlindungan Pcrempuan dipimpin oleh Kepala 
Bidang yang berada di bawah dan oertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas. 

Pasal 18 

Bagian Keempat 
Bictang Pemenuhan Hak Anak 

(3) Seksi Pcngarusutamaan Gender Bidang Kualitas Keluarga 
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, 
mempunyai tugas menghimpun pendoman dan petunjuk 
tcknis, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
serta penyediaan data dan informasi pcngarusu tarnaan 
gender bidang kualitas keluarga. 
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c. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan 
pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan 
partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, 
keschatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas 
dan kegiatan budaya; 

f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan 
supervisi pencrapan kebijakan pcmenuhan hak anak 
tcrkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, 
kcluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan 
serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya; 

g. Pernantauan, analisis, evaluasi dan pclaporan penerapan 
kebijakan pernenuhan hak anak rerkait hak sipil, informasi 
dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, 
kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas 
clan kcgiatan budaya; 

h. Penyiapan perumusan kebijakan pengurnpulan, 
pengolahan, analisis dan pcnyajian data dan inforrnasi di 
bidang pemenuhan hak anak; 

1. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 
informasi di bidang pcmcnuhan hale anak; 

J· Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di 
bidang perncnuhan hak anak: 

k. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 
kebijakan pcngurnpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak 
anak; 

I. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan pcnyajian data dan 
informasi di bidang pemenuhan hale anak; 

m. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan 
supervisi penerapan kebijakan pengurnpulan, pengolahan, 
analisis dan penyajian data dan informasi di bidang 
pemenuhan hak anak; 

n. Penyiapan pelembagaan pernenuhan hale anak pada 
lernbaga pemerintah, nonpemcrintah, dan dunia usaha; 

o. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia 
layanan peningatan kualitas hidup anak; dan 

p. Pcmantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 
kebijakan pcngumpulan, pcngolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak 
anak. 
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tugas: 
a. Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak 

di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta 
pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; 

b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan 
pernenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif 
dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan 
kegiatan budaya; 

c. Penyiapan pcrumusan kajian kebijakan pcmenuhan hak 
anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan 
serta pernanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; 

d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 
kebijakan pernenuhan hak anak di bidang pengasuhan 
alternatif dan pendidikan serta pernanfaatan waktu 
luang dan kegiatan budaya; 

e. Penyiapan Iasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan 
pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif 
dan pendidikan serta pemanfaatan waktu Iuang dan 
kegiatan budaya; 

f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan 
supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di 
bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta 
pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; 

g. Pernantauan, analisis, evaluasi dan pclaporan 
penerapan kebijakan pemcnuhan hak anak di bidang 
pengasuhan alternatif dan pendidikan serta 
pemanfaatan waktu tuang dan kegiatan budaya; 

h. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
di bidang pengasuhan alternatif dan pcndidikan serta 
pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; 

Alternatif, 
mernpunyai 

(I) Seksi Lingkungan Keluarga, Pengasuhan 
Pendidikan dan Pemanfaat2J1 wakru Luang 

Pasal 21 

\ 1) Bidang Pemenuhan Hak Anak terdiri atas: 
a. Seksi Lingkungan Keluarga, Pengasuhan Alternatif, 

Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang; 
b. Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi: 
c. Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan. 

(2) Seksi scbagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpm oleh 
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak. 

Pasal 20 
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1. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data 
dan informasi di bidang pengasuhan altematif dan 
pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan 
kegiatan budaya; 

J. Penyiapan pcrurnusan kajian kcbijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan pcnyajian data dan informasi 
di bidang pengasuhan altcrnatif da.n pendidikan serta 
pemanfaatan waktu luang dan kegiaran budaya; 

k. Penyiapar. koordinasi dan sinkronisasi penerapan 
kebijakan pengurnpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan 
alternatif dan pcndidikan serta pemanfaatan waktu 
luang dan kegiatan budaya; 

I. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data 
dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan 
pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan 
kegiatan budaya: 

m. Penyiapan bahan pernberian bimbingan teknis dan 
supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta 
pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; 

n. Penyiapan pelembagaan pernenuhan hak anak pada 
lembaga pemerintah, nonpernerintah, dan dunia usaha 
di bidang pcngasuhan alternatif dan pendidikan serta 
pernanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; 

o. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga 
penyedia Iayanan peningatan kualitas hidup anak di 
bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta 
pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; da.n 

p. ernantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 
kebijakan pcngurnpulan, pengolahan, a.nalisis dan 
penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan 
alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu 
luang dan kegiatan budaya. 

(2) Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20 ayat fl) huruf a, mcmpunyai 
tugas : 
a. Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak 

di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi; 
b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan 

pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan 
partisipasi; 

c. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pernenuhan hak 
anak di bidang hak sipil, informasi clan partisipast; 
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d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 
kehijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, 
informasi dan partisipasi; 

e. Pcnyiapan fasilitasi, soslalisasl dan distribusi kebijakan 
pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan 
partisipasi; 

r. Penyiapan bahan pcrnberian bimbingan Leknis dan 
supervisi pcnerapan kehijakan pemenuhan hak anak di 
bidang hak sipil, informasi dan partisipasi; 

g. Pemantauan, analisis, cvaluasi dan pelaporan 
pencrapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang 
hak sipil, informasi dan partisipasi; 

h. Penyiapan pcrumusan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi; 

i. Penyiapa.n forum koordinasi pcnyusunan kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data 
dan informasi di bidang hak sipil, informasi dan 
partisipasi; 

J. Penyiapan pcrumusan kajian kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan inforrnasi 
di hidang hak sipil, informasi dan partisipasi: 

k. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, a.nalisis dan 
penyajian data dan inforrnasi di bidang hak sipil, 
informasi dan partisipasi; 

1. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan 
pengumpulan, pcngolahan, analisis dan pcnyajian data 
dan informasi di bidang hak sipil, informasi dan 
partisipasi: 

m. Penyiapan bahan pernberian bimbingan teknls dan 
supcrvisi pen era pan kebijakan pengurnpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
di bidang hak sipil, inforrnasi dan parusipasi; 

n. Penyiapan pe!embagaan pemenuhan hak anak pada 
lcmbaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha 
di bidang hak sipil, informasl dan partisipasi; 

o. Penyiapan penguatan dan pengernbangan lernbaga 
penycdia layanan peningatan kualitas hidup anak di 
bidang hak sipil, inforrnasi dan partisipasi; dan 

p. Pernantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan 
penerapan kebijakan pengurnpulan, pengolahan, 
analisis dan penyajian data dan informasi di bidan.g hak 
sipil, informasi dan partisipasi. 

(3) Scksi Keschatan Dasar dan Kescjahteraan scbagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20 ayat il) huruf b, mempunyai 
tugas : 
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a. Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak 
di bidang kesehatan dasar dart kesejahteraan; 

b. Penyiapan forum koordinasi penyu sunan kebijakan 
pernenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan 
kesejahteraan; 

c. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan 
hak anak di bidang kesehatan dasar dan 
kesejahteraan; 

d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 
kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan 
dasar dan kesejahteraan; 

e. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi 
kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan 
dasar dan kesejahteraan; 

f. Pcnyiapan bahan pernberian bimbingan teknis dan 
supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak 
di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan: 

g. Pernantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan 
penerapan kebijakan pernenuhan hak anak di bidang 
kesehatan dasar dan kesejahtcraan; 

h. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
di bidang keschatan dasar dan kesejahteraan; 

i. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan 
pengurnpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data 
dan informasi di bidang kesehatan dasar dan 
kesejahteraan; 

J· Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengurnpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan; 

k. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi di bidang kesehatan 
dasar dan kesejahteraan; 

I. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi di bidang kesehatan 
dasar dan kesejahteraan; 

m. Penyiapan bahan pembcrian bimbingan teknis dan 
supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan; 

n. Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada 
lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha 
di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan; 

o. Penyiapan penguatan dan pengembangan lernbaga 
penyedia layanan peningatan kualitas hidup anak di 
bidang kesehatan dasar dan l<csejahteraan; dan 
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Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22 ayat (1), Bidang Pelindungan Hak Perempuan dan 
Perlindungan Khusus Anak menyelenggarakan fungsi : 
a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan 

penanganan kekerasan Lerhadap perempuan di dalarn 
rurnah tangga, di bidang kctenagakerjaan, dalam situasi 
darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana 
perdagangan orang; 

b. Penyiapan perurnusan kebijakan di bidang perlindungan 
dan pembcrdayaan perernpuan korban kekerasan di dalam 
rumah tangga, di bidang kctenagakerjaan, dalam situasi 
darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana 
pcrdagangan orang; 

c. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di 
bidang pcncegahan dan penanganan kckerasan tcrhadap 
perempuan di dalarn rurnah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus 
serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

d. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di 
bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban 
kekerasan di dalarn rumah tangga, di bidang 
kctcnagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus 
serta dari lindak pidana perdagangan orang; 

Pasal23 

(1) Bidang Pelindungan Hak Perempuan dan Perlindungan 
Khusus Anak mempunyai tugas melaksanakan 
mcrurnuskan dan melaksanakan kebijakan daerah di 
bidang data, advokasi, penggerakan, komunikasi, informasi 
dan cdukasi bidang perlindungan hak perernpuan dan 
perlindungan khusus anak. 

(2) Bidang Pclindungan Hak Perernpuan dan Perlindungan 
Khusus Anak dipimpin oleh Kepala Bidang yang bcrada di 
bawah dan bcrtanggungjawab kcpada Kepala Dinas. 

Pasal 22 

Bagian Kelirna 
Bidang Pelindungan Hak Percmpuan dan 

Perlindungan Khusus Anak 

p. ?emantauan, anaiisis. evatuasi dan pe\aporan 
penerapan kebijakan pengurnputan, pcngotanan, 
ana\isis dan penyajian data dan informasi di. bidang 
kesehatan dasar dan kescjahteraan. 
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e. Penyiapan pcrurnusan kajian kebijakan di bidang 
pencegahan dan pcnanganan kekerasan terhadap 
pcrempuan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus 
sorta dari tindak pidana perdagangan orang; 

f. Penyiapan perurnusan kajian kebijakan di bidang 
perundungan dan pemberdayaan perempuan korban 
kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalarn situasi darurat dan kondisi khusus 
serta dari tindak pidana pcrdagangan orang; 

g. Pcnyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 
kebiiakan di bidang pencegahan dan penanganan 
kekerasan terhadap percmpuan di dalam rumah tangga dan 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus 
serta dari tindak pidana pcrdagangan orang; 

h. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pcnerapan 
kcbijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan 
perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di 
bidang ketcnagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi 
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

i. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di 
bidang pencegahan dan penanganan kckerasan terhadap 
pcrempuan di dalarn rurnah tangga, di bidang 
ketcnagakcrjaan, dalam situasi darurar dan kondisi khusus 
sorta dari tindak pidana pcrdagangan orang; 

J. Pcnyiapan Iasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di 
bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban 
kekcrasan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakcrjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus 
serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

k. Penyiapan bahan pcmberian bimbingan teknis dan 
supervisi penerapan kcbijakan di bidang pcncegahan dan 
penanganan kekcrasan terhadap perernpuan di dalam 
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, daJam situasi 
darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana 
perdagangan orang; 

I. Pcnyiapan bahan pernberian bimtek dan supervisi 
pcncrapan kebijakan di bidang perlindungan dan 
pernberdayaan percmpuan korban kekerasan di daJam 
rurnah tangga dan ketenagakerjaan, dalarn situasi darurat 
dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan 
orang, 

rn, Pcnyiapan penguatan dan pengernbangan lernbaga penyedia 
layanan perlindungan perempuan di bidang pencegahan 
clan pcnanganan kckerasan tcrhadap perempuan di dalam 
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situas! 
darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana 
perdagangan orang; 
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n. Penyiapan penguatan dan pengernbangan lernbaga penyedia 
layanan perlindungan perempuan di bidang perlindungan 
dan pernberdayaan perernpuan korban kekerasan di dalam 
rurnah tangga, di hidang ketenagakerjaan, dalam situasi 
darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana 
perdagangan orang; 

o. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 
kcbijakan di bidang pencegahan dan pcnanganan 
kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di 
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi 
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

p. Pernantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 
kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan 
perempuan korban kckcrasan di dalam rumah tangga, di 
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi 
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

q. Penyiapan perurnusan kebijakan di bidang perlindungan 
khusus anak; 

r. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di 
bidang perlinclungan khusus anak; 

s. Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang 
perlindungan khusus anak; 

t. Penyiapan koordinasi dan sinkronisast penerapan 
kebijakan di bidang perlindungan khusus anak; 

u. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di 
bidang perlindungan khusus anak; 

v . Penyiapan bahan pernberian bimbingan teknis dan 
supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan 
khusus anak; 

w. Penyiapan pcnguatan dan pengembangan lembaga penyedia 
layanan bagi anak yang mernerlukan perlindungan khusus; 

x. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 
kebijakan di bidang perlindungan khusus anak; 

y. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
kekerasan terhadap perernpuan dan anak; 

z. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 
informasi kekerasan terhadap perernpuan dan anak; 

aa. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
kekerasan terhadap perempuan dan anak; 

bb. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi kekerasan terhadap 
perernpuan dan anak; 

l 
j 
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(1) Seksi Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24 ayat ( 1) huruf a, mcmpunyai tugas : 
a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan 

dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di 
dalam rurnah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam 
situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak 
pidana perdagangan orang; 

b. Penyiapan perurnusan kebijakan di bidang perlindungan 
dan pemberdayaan perernpuan korban kekerasan di 
dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam 
situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak 
piclana perdagangan orang; 

c. Pcnyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di 
bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap 
perempuan di dalam rumah tangga, cli bidang 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi 
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

d. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di 
bidang perlinclungan clan pemberdayaan perempuan 
korba.n kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi 
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

Pasal 25 

tll Bidang Pelindungan Hak Perempuan dan Perlindungan 
Khusus Anak, terdiri atas : 
a. Seksi Perlindungan Perempuan; 
b. Seksi Perlindungan Knusus Anak; 
c. Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak. 

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang Pelindungan Hak Perempuan dan 
Perlindungan Khusus Anak. 

Pasal 24 

cc. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 
informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak; 

dd. Penyiapan banan pcmberian bimbingan teknis dan 
supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, 
analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan 
terhadap perempuan dan anak; dan 

ee. Pemantauan, anaiisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi kekerasan terhadap 
perempuan dan anak. 
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e. Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang 
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap 
perempuan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi 
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

f. Penyiapan perurnusan kaiian kebijakan di bidang 
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban 
kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi 
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

g. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 
kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan 
kckerasan terhadap perempuan di dalam rurnah tangga, 
di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 
kondisi khusus sorta dari tindak pidana perdagangan 
orang; 

h. Penyiapan koordinasi clan sinkronisasi penerapan 
kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan 
perernpuan korban kekcrasan di dalam rumah tangga, di 
bidang ketenagakerjaan, dalarn situasi darurat dan 
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan 
orang; 

1. Penyiapan fasiiitasi, sosia1isasi dan distribusi kebijakan 
di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan 
terhadap percrnpuan di dalam rurnah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi 
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

J· Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kcbijakan 
di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan 
korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi 
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

k. Penyiapan baha.n pemberian bimbingan teknis dan 
supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan 
penanganan kckerasan terhadap perempuan di dalam 
rurnah ta.ngga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi 
darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana 
perdagangan orang; 

l. Pcnyiapan bahan pernberian bimbingan teknis dan 
supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan 
dan pemberclayaan perempuan korban kekerasan di 
dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam 
situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak 
pidana perdagangan orang; 
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m. Penyiapan penguatan clan pengembangan lembaga 
penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang 
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap 
perempuan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi 
khu sus scrta dari tindak pidana perdagangan orang; 

n. Penyiapan penguatan dan pengembangan lernbaga 
penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang 
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban 
kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi 
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

o. Pemantauan, analisis, evatuasi dan pelaporan penerapan 
kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan 
kekerasan terhadap perernpuan di dalam rurnah tangga, 
di bidang ketenagakerjaan, dalarn situasi darurat dan 
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan 
orang; dan 

p. Pernantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 
kebijakan di bidang perlindungan dan pernberdayaan 
perernpuan korban kekerasan di dalam rurnah tangga, di 
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan 
orang. 

(2) Seksi Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas : 
a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan 

khusus anak; 
b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di 

bidang perlindungan khu sus anak: 
c. Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang 

perlindungan khusus anak; 
ct. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 

kebijakan di bidang perlindungan khusus anak; 
e. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi clan clistribusi kebijakan 

di bidang perlindungan khusus anak; 
f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan 
khusus anak; 

g. Penyiapan penguatan clan pengembangan lembaga 
penyedia layanan bagi anak yang memerlukan 
perlindungan khusus; dan 

h. Pernantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 
kebijakan di bidang perlindungan khusus anak. 

(3) Seksi Data Kekerasan Perernpuan dan Anak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, mempunyai 
tugas : 
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( 1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalan unsur pelaksana 
teknis dinas secara operasional di lapangan. 

(2) Kepala Unit Pelal<sana Teknis Dinas berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kcpala Dinas. 

(3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilcngkapi dengan Tata Usaha 
dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis 
Din as. 

(4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi 
serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur 
lebth lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan 
secara tertulis kepada Oubernur Sulawesi Tcnggara selaku 
Wakil Pemerintah Pusat. 
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Pasal 26 

Bagian Keenam 
Unit Pelal<sana Teknis Dinas 

a. Penyiapan perurnusan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan inforrnasi 
kekerasan terhadap pcrcrnpuan dan anak; 

b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data 
dan informasi kckerasan terhadap pcrernpuan dan 
anak; 

c. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
kekerasan terhadap pcrernpuan dan anak; 

d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 
kebijakan pengurnpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi kekerasan terhadap 
perempuan dan anak; 

e. Penyiapan fastlitasi, sosialisasi dan distribu si kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data 
dan inforrnasi kekerasan terhadap perempuan dan 
anak; 

f. Penyiapan bahan pernberian bimbingan teknis dan 
supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
kekerasan terhadap perempuan dan anak; 

g. Pcrnantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan 
pcnerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, 
analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan 
terhadap perempuan dan anak, 
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dilingkungan 
pengawasan 

organisasi 
melaksanakan 

satuan 
wajib 

(1) Dalarn rnelaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi 
dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam 
lingku ngan masing-masing maupun antar satuan 
organisasi dilingkungan Pemcrintah Daerah sorta dengan 
instansi lain diluar Perncrintah Daerah sesuai dengan tugas 
masing-rnasing. 

(2) Dalarn melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekrctaris 
dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, 
integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit 
organisasi lainnya scsual dcngan tugas pokok masing 
masing. 

(3) Setiap pernimpin 
Pemerintah Daerah 
rnelekat. 

Pasal 29 

BABY 
TATA KERJA 

(1) Kelompok .Jabatan Fungsional scbagaimana dimaksud 
dalam Pasal 28, terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara 
dalam jenjang jabatan Iungsional yang terbagi dalam 
berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1), dipimpin oleh seorang tenaga Iungsional senior 
yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan 
tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas. 

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (J), ditcntukan berdasarkan kebutuhan dan beban 
kerja. 

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Pasal 28 

Kelornpok Jabatan Pungsional mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas tcknis dinas sesuai bidang kcahliannya. 

Pasal27 

Bagian Kedelapan 
Kelompok Jabatan Fungsional 
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(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana 

( 1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris 
rnelakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 36 

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala 
Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian 
bimbingan kepada oawahannya wajib mengadakan rapat 
berkala. 

Pasal35 

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan 
pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional 
mernpunyai hubungan kerja. 

Pasal 34 

Setiap laporan yang ditcrima olch Kepala Din as dari 
bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk 
rnenyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan 
petunjuk teknis kepada bawahannya. 

Pasal33 

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi 
wajib mengikuti clan mematuhi petunjuk clan bertanggugjawab 
pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan 
berkala tepat pada waktunya. 

Pasal32 

Kepala Dinas, memimpin dan rnengoordinasikan bawahannya 
masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk 
terhadap pelaksanaan tugas bawahannya. 

Pasal 31 

Kepala Dinas wajib rncngawasi pelaksanaan tugas bawahannya 
rnasing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil 
langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketcntuan perundang 
undangan yang berlaku. 

Pasal30 

- 22 - 



Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati 
Kolaka Timur Nomor 14 Tahun 2016 ten tang Penjabaran Tugas 
Pokok dan Fungsi Badan Pengendalian Penduduk, Keluarga 
Bcrencana, Pemberdayaan Perernpuan clan Perlindungan Anak 
Kabupatcn Kolaka Timur dan ketentuan lain yang bertentangan 
dcngan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 40 

Pasal 39 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

( 1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam 
jabatan struktural dilingkungan Dinas, berpecloman pada 
peraturan peruridangan-undangan yang berlaku. 

(2) Kepala Dinas diangkat dan dibcrhentikan oleh Bupati atas 
usul Sekretaris Daerah. 

(3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon Ila atau jabatan 
pimpinan tinggi pratama, 

(-1) Sekretaris lingkup Dinas merupakan jabatan eselon llla 
atau jabatan administrator. 

(5) Kepala Biclang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon Illb 
atau jabatan administrator. 

(6) Kepala Sub Baglan dan Kepala Seksi lingl<up Dinas 
merupakan jabatan eselon 1Va atau jabatan pengawas. 

(7) Pejabat eselon Ill dan IV clilingkungan Dinas diangkat dan 
diberhentikan oleh Bupati atas usu! Kepala Dinas melalui 
Sekretaris Daerah. 

(8) Formasi dan pcrsyaratan jabatan pada Dinas ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati, sesuai pcdoman yang ditetapkan 
oleh Pemerintah. 

Pasal38 

BAB VI 
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN 

PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN 

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing 
rnasing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat 
mendelegasikan kcwenangan-kewenangan tertentu kepada 
pejabat dibawahnya scsuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pasal37 

Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang 
membidangi rugas instansi tersebut untuk mewakili 
Kepala Dinas. 
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Pembina, Gol. IV /a 
l 9800317 200003 l 001 

SH. LLM 

Salman sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

SERITA DAER.L\H l<ABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2016 NO MOR 52 

TONY HERBIANSY/\H 

ttd 

BUPATI KOLAKA TIMUR, 

Ditctapkan di Tirawuta 
Pada tanggal 7 Desember 2016 

SAMSUL BAIIRI MADJID 

ttd 

Plh. SEKRETARIS 01\ERAH 
KABUPATEN KOLAl<A TIMUR, 

Oiundangkan cli Tirawuta 
Pad a tanggal Descmber 2016 

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya 
dalarn berita dacrah Kabupaten Kolaka Timur. 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. 
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Pero bina, Go!. IV/ a 
19800317 200003 1 00 l 

.• LLM 

TONY HERBIANSYAH 

BUPATI KOLAK/\ TIMUR, 

tt.d 

KEPALA DINAS 
-, 

r SEKRETARIS 
KELOMPOKJASATAN I 

FUNGSIONAL 
I 

SU BAG. SU BAG. 
UMUM& PERENCANAAN & 

KEPEGA.WAIAN ANGGARAN 

r I I 

6101\l~G BIDANG BIDM:G 

PENGARUSUTAMAAN GENDER PEMENUHAN liAK ANAK PERUN DUNGAN HAK 
PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN 
KHUSUSANAK 

I I 

SEKSI SEKSI 

PELEt~16AGAAl\ L!NGKUNGAN -<ELUARGA 
SEKSI 

PENGARJSUTAMAAN GENDER DAN PE~GASUHAN 
PERLINOUNGAN 

- - ..... PEREMPUAN 
DAN PEMBERDAYAAN Al TeRNA TIF DAN 

PEREMPUAN 910ANG EKONOtll PENOIOIKAN. PEMANFAATAN 
WAKtVLUANG 

SEKSI 
PELEMBAGAAN SEKSI SEKSI 

PENGARUSUTAMAAN GENDER HAK SIPIL, !NFORMASI DAN PERUNOUNGAN KHUSUS 

- DAM PEMBERDAYAAN ~ PARTISIPASI I- ANAK 

PEREMPUAN BIOANG SOSIAL 
POUTIK DAN HUKUM 

SEKSI SEKSI SEKSI 

PELEM8AGAAN GENDER DAN KESEHATAN OASAR DAN DATA KEKERASAN 

- PEMBEROAYAAN PEREMPUAN L.. KESEJAHTERMN ~ PEREM0UAN DAN ANAK 

3!0ANG KUALITAS KELUARGA. 
!NFORMASI DATA DAN 

ll~FORMASI 

UPTD 

BAGAN STRUKTUR OROANISASI 
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

KABUPATEN KOLAKA TIMUR 

- ----------- 
: PERATURAN BUPATI KABUf't\'l'EN KOLAI<A TIMUR 
: S2 TA HUN 2016 

: KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN 
FUNGSl. SERTA T,\TA KERJA DlNAS PEMBERDAYAAN 
PE:Rf:MPUAN DAN PERLINDUNGAN A'.'lAI< l<ABUPATEN 
KOLAKJ\ TI:,\UR. 

LAMPIF:AN 
:-iOMOR 
1'£NTf.NG 




